Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.TIm
> )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, dalam perkara ini
memberikan Kuasa kepada Hadijah Reni Djou, SH., MH dan
Hendrak Afriadi R Saidi, SH, advokat yang berkantor di Jalan
Durian, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi,
Kota ----------- , dengan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengah nomor
10/KP/2019/PA TIm, tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada,
tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05

Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.TIm,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri

yang sah menikah pada tanggal ----------- bertepatan pada tanggal 07
djulhijah 1432 H dengan kutipan akta nikah dengan Nomor : ----------- .
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Dicatat pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kab Utara Provinsi ----------- ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir
bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Desa
——————————— ,Kecamatan -----------,Kab Boalemo, Prop ----------- sampai akhirnya
Pemohon dan Termohon pisah rumabh;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum ada
keturunan sejak kurang lebih 8 tahun sejak menikah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam
keadaan harmonis namun sekitar tahun 2017, rumah tangga PEMOHON
dan TERMOHON mulai timbul percekcokan dan perselisihan yang
disebabkan oleh Termohon yang suka menuduh Pemohon berselingkuh
dengan Wanita lain, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidak
harmonisan dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON namun
PEMOHON tetap menasehati serta sabar menjalani rumah tangga dengan
Termohon saat itu;

5. Bahwa karena sikap dan kelakuan Termohon tidak berubah, bahkan Selalu
mengulangi SUKA MENUDUH Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain
dan ini yang menjadi Pertengkaran Terus Menerus. Dan yang fatal adalah
Termohon selalu melontarkan kata kata menyesal sudah Menikah dengan
Pemohon sehingga hal ini membuat Pemohon telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sejak sekitar kurang lebih 5
(lima) bulan,tepatnya dari awal tahun 2019 sampai dengan sekarang Sudah
Pisah Ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
masing-masing sebagai suami isteri,

7. Bahwa PEMOHON sudah berusaha untuk mencoba sabar dan
mempertahankan Rumah Tangga dan selalu menasehati TERMOHON
Namun tidak ada Perubahan sikap dari Termohon,bahkan kurang lebih 5
(lima) bulan Termohon Pergi atau Turun dari rumah tempat tinggal bersama
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selama ini didesa ----------- meninggalkan Pemohon dan Kembali ke Rumah
Orang Tua Termohon;

8. Bahwa PEMOHON masih Sempat menasehati dan berharap Termohon
Akan berubah,Namun Kesempatan yang diberikan Kepada Termohon tidak
di Indahkan. Pemohon sudah sulit untuk rukun kembali dan hanya
mendatangkan mudharat dari pada manfaat sehingga tidak layak lagi
perkawinan ini dipertahankan dan tepatlah kiranya diakhiri dengan
perceraian;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati
dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Tilamuta c.g. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi: PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak
Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal
beserta Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam tiap
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sidang selalu menasehati Pemohon baik secara langsung maupun melalui
Kuasanya namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin cerai;

BaFhwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama kecamatan ----------- , Kabupaten ----------- , dengan nomor -------- tanggal
04 November 2011, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, ----------- , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa --------- Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
paman Pemohon;
. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon di Desa ----------- , Kecamatan ----------- , kemudian
pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan keduanya belum dikaruniai
anak;
J Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah
tidak harmonis lagi karena setahu saksi Termohon telah pergi
meninggalkan Pemohon;
. Bahwa Termohon sendiri yang sering menyampaikan jika dirinya
dengan Pemohon sering bertengkar dengan alasan Pemohon sering
keluar malam;
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. Bahwa Termohon pamit kepada saksi bahwa dirinya akan pulang
ke rumah orang tuanya di ----------- dan meninggalkan Pemohon;
J Bahwa saksi telah menasehati Termohon saat akan pergi dan

jawab Termohon adalah buat apa hidup bersama Pemohon kalau tidak
punya anak, selain itu orang tua Termohon juga menelpon saksi dan
mengatakan hal yang seperti apa yang dikatakan Termohon;
Saksi 2, ---------- , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Gunung Sari, Desa ----------- , Kecamatan ----------- , Kabupaten
Boalemo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Tetangga Pemohon;
o Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah
tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2017 saksi sering melihat mereka
bertengkar;
. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
Pemohon tidak bisa memberi keturunan, selain itu Termohon tidak suka
dengan kebiasaan Pemohon keluar malam;
. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 6 bulan lalu hingga
sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;
. Bahwa saksi telah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi, serta berkesimpulan tetap pada permohonan cerainya dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta
mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal
154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jis Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31
ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak
ada harapan untuk dapat dirukun kembali ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan
dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta
Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi
pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal ----------- dan telah
dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----------- , Kabupaten -----------
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan
bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon
sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon pada pokoknya
menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak,
Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tinggal di ----------- bahkan pamit
dulu kepada saksi pertama, kepergiannya karena menurut Termohon dirinya
sering tengkar dengan Pemohon karena masalah tidak ada keturunan dan juga
masalah kebiasaan Pemohon keluar malam, saksi kedua Pemohon sering
melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2017, penyebabnya
karena Pemohon yang tidak bisa memberi keturunan serta Termohon juga tidak
suka dengan kebiasan Pemohon keluar malam, saksi kedua melihat sendiri
pertengkaran sedang saksi pertama hanya mendapat cerita dari Termohon
namun saksi pertama mengetahui hal itu langsung dari Termohon bukan dari
Pemohon yang mengajukan perkara ini sehingga keterangannya bukan
semata-mata membela kepada salah satu pihak terutama Pemohon, saksi
kedua mengetahui jika mereka telah pisah, maka Majelis Hakim menilai rumah
tangga Pemohon dan Termohon memang tidak rukun karena adanya
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
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Menimbang, bahwa para saksi juga sama —sama menerangkan Pemohon
dan Termohon telah pisah sejak 6 bulan lalu karena Termohon meninggalkan
Pemohon ke ----------- ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa para saksi telah berusaha menasehati agar Pemohon
dan Termohon bisa rukun namun tidak berhasil;

Meninbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat
bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada

tanggal ----------- dan tidak ada anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi

karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan

yang lalu hingga sekarang tanpa saling peduli;

- Bahwa para saksi telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun

tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dalm tiap sidang berkeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi
izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan
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isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun
cerai gugat yaitu:

» Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;

« Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak

ada harapan untuk kembali rukun;

« Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan

sebab yang jelas;

» Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan
terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena
seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang
mengakibatkan telah terjadi perpisahan yaitu selama enam bulan, yang mana
mereka sdah tidak mau rukun kembali sementara Pemohon sendiri berkeras
ingin cerai maka ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohonn telah terjadi pertengkaran dan perselihan dan sukar disatukan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI
nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak
perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk
pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/
AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa
berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
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salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan
dalam suatu perceraian, sedang senyatanya juga pihak keluarga telah
berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini sudah jelas menunjukkan
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon
untuk rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
telah sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus apalagi
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan
rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang
berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut
sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz
Zaujaeni fii ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim
dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak
ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak
bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang
(tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah
suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”
sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:

Alaoll wl> Je paiio aaw ool [
Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan
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dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan
maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan,
karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat
dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat
Al-Bagarah Ayat 227 yang berbunyi :

e e ol o Lo (3 M1 5 5o s

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perkara
diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan
dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa
Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini tidak
untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup
perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Tilamuta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp716.000 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.l, M.H. dan Ulfiana
Rofigoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusra N.
Paramata, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
M.H.

Ulfiana Rofigoh, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.

Perincian biaya :
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- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
Panggilan :Rp 620.000,00
- Redaksi 'Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
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